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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR /o TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan
pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1055 tentang Penjualan
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang — Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1060 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2013);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
2004 Nomor

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

04 tentang Pembentukan
baran Negara Republik
embaran Negara

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20
Peraturan Perundang-undangan (Lem
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan L
Republik Indonesia Nemor 4369);

0. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentand Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor €6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang lelah ditetapkan dengan Undang-Undang
Tahun 2005 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor

4548);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 lentang Penjualan
Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2967);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1897 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

14 _Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nemor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indenasia Tahun 2005 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4515);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3747);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah
Pusat k_epada Pemenntah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4073);



17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49.Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentand Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5 tentang Pedoman
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 200
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 185,
Lembaran Negara Rl Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaZn
Barang Milik Daerah ( Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

21.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentan Perubahan
Ketujuh Atas Kepulusan Presiden Nomor 80 Tahun 20'_33 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,

22 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tuntutan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan

24 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 20
Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

25 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2006 lentng Lembaran
Daerah di Berita Daerah;

5 Tahun 1997 tentang
dan Materil Daerah;

06 tentang

Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang

27. Keputusan
da Daerah

Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pa
Yang Baru dibentuk;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LEBONG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2 .
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

3
Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;



. perwakilan Rakyal Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah

4 mnehwatﬂ“ Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong.

p sgkmtaﬁs Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Lebong:

6 sakretarial Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupalen Lebang;

;. Barand Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh alas beban APBD
" gtau perolehan lainnya yang sah baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

pejabat yang

engelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah n
barang milik

P
¢ perwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan

daerah;

 pengguna Barang Milk Daerah sefanjuinya disebut Penggund adalah pejabat
pemegﬂﬂﬁ kewenangan penggunaan barang milik daerah;

0.Kuasa Pengguna Barang milik daerah adalah Kepala Satuan kerja atau pejabat yang
giunjuk oleh pengguna uniuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

peng yasaannya,

{1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah selaku pengguna barang,

12.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik
daersh untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan
datang;

13.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah

dan jasa;

14.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna / kuasa pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan;

15 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan

sesuai dengan ftugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kefjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak

mengubah status kepemilikan;

16.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tettenty dan menerima imbalan uang tunai;

17.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan
Nmerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali

kepada pengelola;
15-!'{&1]'353,“3 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan
Pajak / Pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;



ngun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak

19.84 7 ngan cara mendirkan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

i':53.,,3‘;.._,.-1;;1Icaﬂ oleh pflha'l'-: lain tersebut dalam jangka waktu lertentu yang telah

d! kati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah besena bangunan dan | atau
perikul fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

gangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
20-7% ¥ jengan cara mendirikan bangunan dan / alau sarana berikut fasilitasnya, ‘;'E!"
ain

celelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
tersebul dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;

, penghapusan adplah Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan  sural keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan penggunaan dan / atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelolaan
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya‘.
pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak

fanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan
sebagai modal pemerintah daerah;

73 Penjualan adalah pegalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan
menenma penggantian dalam bentuk uang;

24 Tukar Menukar Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah dengan pihak
lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang — kurangnya

dengan nilai seimbang;

25 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau darn Pemerintah Daerah kepada

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;

28.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan

usaha daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah,

27.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ZB,In\fE_*ntarisasi adalah kegialan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan
hasil pendataan barang milik daerah;

a-;milaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang seleklif didasarkan pada data /
ka yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tehnik tertentu untuk

memperoleh nilai barang milik daerah;

30, . o
gzhr Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang
muat data barang yang digunakan oleh masing — masing pengguna;

3,0a
du;ll;:rr Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah
Yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna;

Pihak [ai : ) .
ak lain adalah pihak-pihak selain lembaga dan satuan kerja perangkat daerah;

4



Pasal 2

rang milik daerah meliputi :
(n B parang ¥ang dibeli atau diperoleh atas beban APBD,
; garang Yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,

garang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi
@ 5. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis:
b, Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;

parang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang — Undang, atau;

% diperoleh , ot

4 Barang Yang dipera berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempe
kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

0 pengelolaan barang millk daeeah dilaksanakan beradasarkan asas fungisional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian

nilai.

Q) engelotaan barang milik daerah meliputi :
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

a.

b. Pengadaan;

¢ Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

d. Penatausahaan,

e. Pemanfaatan;

f. Penggunaan dan pemeliharan,

g. Penilaian;

h. Penghapusan;

i. Pemindahtanganan;

] Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

k. Pembiayaan;

L Tuntutan ganti rugi.
BAB Il

PEJABAT PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Pengelola Barang

Pasal 4

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelotaan barang milik daerah.

msg;p:ti sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mepunyai
nang

2. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. Menetapkan penggunaan, pemanfatan atau pemindahtanganan tanah dan

bangunan;

:- Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memeriukan
Persetujuan DPRD;
L“"Eﬂ:u'etu}ut usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai
alas kewenangannya;
:‘Eﬂ}f&tuiui usul pemnafataan barang milik daerah selain tanah dan / atau
angunan.
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Pasal 5
etaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
sa“rﬂﬂri:i Daerah sebagai pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggund

Pﬁ,,:e'netﬂf’m" pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5 peneliti dan menvem}‘ul_ rencana kebutuhan barang milik daerah; ilik
I;- Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemefiharaan f perawatan barang i
' rah;
d dael"rgatur pelaksanaan pemanfataan, penghapusan dan pemindahtanganan B
" ik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
Metakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang millik da
" Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengeiolaan barang mi

erah;
lik daerah.

Bagian Kedua
Pengguna Barang

Pasal &6

13 SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab
Mengajukan rencana kebutuhan barang milkk daerah bagi satuan kefa perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan peng
mili daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sa

Bupati melalui pengelola barang;
Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang millk daerah yang berada dalam

penguasaannya;

Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang pimpinnya;
Mengamankan dan memelihara barang milik daerash yang berada dalam
penguasaannya;

Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah, dan [/ atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan / atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang;

Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati
melalui pengelola barang;

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang
ada dalam penguasaannya,

Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya
kepada pengelola barang.

gunaan barang
h kepada

BAB Il
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

“PErenmnaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan

anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

9 Perencanan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

oman pada standar harga, standar kebutuhan akan barang dan data
Yang ada pada masing-masing SKPD. ng ata barang

B) sta
“andar harga, standar kebuluhan akan barang dan data barang sebagaimana

Umaksud da )
lam ayat (2) ditetapka A
dengan j i pkan cleh pengelola bara h
®Ngan instansi atau dinas teknis terkait. ve ng setelah berkoordinasi



Pasal B

pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang digjukan oleh

wasd pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya;.

una barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada

ﬂ} ;ngﬁlﬂfﬂ barang.

(1

}PB la _barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan
e perhatikan data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk
gitetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 9

adaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif

wansparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.
Pasal 10

{upgngaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang —undangan

g milik daerah

(2) Hal-hal yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan baran
turan

gelain tanah diatur dengan peraturan, Keputusan Bupati dan sesuai dengan pera
perundang-undangan.

BABYV
PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) Status penggunaan barang milik daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum
sesuai dengan tugas pokok dan fugsi SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Penetapan status sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut :
a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada

pengelola barang disertai dengan usul penggunaannya
b. Pengelola barang meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a)

kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan
bahwa tanah dan / atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.

@ Pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan /
:tﬁu bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok
b:ynu;gﬂ pengguna dan / atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola



Pasal 13

ti menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang harus
[ﬂ E;Efahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan

lagi untuk
memre!en@ﬂﬂfﬂka" tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

-+ menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengeloia
il ”“f:ngmempef““"k““ hal-hal sebagai berikut - | P .

\andar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan
" menunjang lugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

p, Hasi audit alas penggunaan tanah dan / atau bangunan.

Tindak lanjut pengelolaan a:'las‘ penyerahan tanah dan / atau bangunan sebagaimana
3 gimaksud pada ayat (1) meliputi hal — hal sebagai berikut :

" Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
GKPD lainnya;

p, Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.

Pasal 14

(1) Pengguna barang yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak

digunakan untuk  menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan

kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan /
atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tupoksi SKPD dicabut
penetapan status penggunaanya.

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria Pemanfataan

Pasal 15

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan [ atau bangunan yang digunakan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan ! atau bangunan yang diperlukan

sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan
persetujuan Bupati.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak
dipergunakan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan cleh pengguna
barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

5 Pasal 16
a. "é"f;:?ntuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
. Pinjam pakai;

C Keor
d. E‘gﬂﬂﬁama pemanfaatan;

N9un guna serah dan bangun serah guna,



Bagian Kotiga
Sowa

Pasal 17

an barang milik daerah atas seba
gian tanah dan / atau bangunan
(1) una'ﬁa"akﬂn oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola.

barang milik daerah selain ta ——
penyewaal : nah dan / atau bangunan masih dipergunakan
moleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari

PH-QEICILH.
Pasal 18

j) Barand milik daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga / pihak lain sepanjang
{ menguntungkan daerah.

Jangka u:.rahlu penyewaan barang milik daerah paling lama lima tahun dan dapat
diperpanjang.

j Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-
yurannya memuat :
a. Pihak -pihak yang terikal dalam perjanjian;
b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu,
¢. Tanggung jawab penyewa atas biaya opersional dan pemelharaan selama jangka

waktu penyewaan,
d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

@

() Hasil penyewaan merupakan penefimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke
rekening kas umum daerah.

(5) Prosedur penyewaan dan besaran sewa diatur dengan peraturan dan / atau keputusan
Bupati.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 19

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

(@) Jflngkg waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat
diperpanjang.

() E:njam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang — kurangnya
emuat ;
:- Pihak — pihak yang terikat dalam perjanjian;
- denis luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
¢ Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka
Waktu perninjaman;,

d. Persyaratan lain yang dianggap periu.

)
smal*syamt pinjam pakai barang milik daerah diatur dengan peraturan dan / atau
Utusan Bupati.




Bagian Kelima
Kerjasama Paemanfaatan

Pasal 20
g pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam

',,gh! :gopumalkan day_a guna dan hasil guna barang milik daerah;
’ :::nnmgkaikan penerimaan pendapatan daerah.
b
Pasal 21
..sama pemanfaatan barang milik daerah ditaksanakan dengan bentuk :
Y ':eqlfﬂliﬂﬁ-a"“ﬂ pemanfaatan barang milk daerah atas tanah dan / atau bangunan yang
* qudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupat;

Kerjasama pemanfaatan alas sebagian tanah dan [ atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang; _ i alan

. Kefjasama pemanfaatan atas barang milik daerah gelain tanah dan /[ @
bangunan.

() Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebageimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

)Kerjasama pemantaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b dan ¢ dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan

pengelola barang.
Pasal 22

(1) Kefjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik
daerah dimaksud,;

b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender / lelang dengan
mengikulsertakan sekurang — kurangnya 5 peserta kecuali untuk barang milik
daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

¢. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas
Umum Daerah setiap tahun selama jangka wakiu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;

e Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan barang milk daerah yang menjadi objek
kerjasama pemanfaatan,;

f megkﬂ wakiu kerjasama pemanfaalan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang;

9 Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
Pemanfataan disetor ke kas daerah seliap tahun selama jangka waktu
Pengaperasian.

@ Eggfﬂﬂngan penetapan pemanfaatan sebagian tanah dan / atau bangunan yang telah
Bupa';h"‘ﬂﬂ pengguna, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan

®) Sem
Ya biaya yang berkenaan dengan persia j
pan dan pelaksanaan kerjasa
Pamar!fataam dibebankan kepada pihak ketiga. P =



Baglan Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 23
Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagal

{mpﬁ"ﬂ: fintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyglenggal'ﬂig
f 8 P merintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rang
Peryelenggaraan tugas pokok dan fungsi

, tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

b ﬁn’.edman bangunan dan fasilitas dimaksud.

» Guna Serah Barang Bilk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupal.

untuk

\m%

i i rtakan
gangun Guna Serah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutser
A Fﬂﬂ;ﬂna barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian
dmmatangam.

) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan
¢ mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta.

Pelaksanaan Bangun Guna Serah alas barang milik daerah ditetapkan dalam surat
janjian yang memuat antara lain :

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b. Objek bangun guna serah;

¢. Jangka waktu bangun guna serah; -

d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

e. Persyaralan lain yang dianggap periu,

{§) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksapaan Bangun Guna Serah tidak
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 25

Mta Bangun Guna Serah milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah
kepada Bupati pada akhir jangka waklu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat

pengawasan fungsional pemerintah.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

Pasal 26

“J'Faﬁﬂgun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan
ngan ketentuan sebagai berikut :

& Pemerintah Daersh memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. Tida tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk
Penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

18
dﬂa"g-'@" Serah Guna Barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" Makan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

"un Serah Guna dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan
m Ma barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.




Pasal 27

U0 gerah Guna paling lama tiga Puluh tahun sejak perjanjlan ditandatangani.

ps
(0 o
n mitra Bangun Serah Guna
of ,-,g;l:l’;ﬂ“ak“" sekurang-kurangnya lima m;‘:?:“"akﬂﬂ melalui tender dengan
me :

pelaksanaan Bangun Serah Guna atas barang milk daerah ditetapkan dalam sural

@Pe° an yang memuat antara lain ;
P"'];i;;k-pihak yang terkait dalam perjanjian:
% objek bangun serah guna;
b. Jangka waktu bangun serah guna;
g Mok dan kewajban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
&' persyaratan lain yang dianggap perlu.

g5emu2 biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun serah guna tidak
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 28

un Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

, Mira Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati
gegera setelah selesainya pembangunan;

. Mira Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai
jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;

¢ Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, abjek bangun serah guna terlebih dahulu
daudit oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Vil
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 29

|l Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan

pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

@ Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan tindakan hukum.

Pasal 30
1 Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah.

m::raﬂﬂ milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
M2 Pemerintah Daerah.

@ .
ma"ﬂ”ﬂ_ mifik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukli
likan atas nama Pemerintah Daerah,




rr ——— e e

i kepemilikan b o
panan bukti kepe N barang milik daerah bangunan
f) ﬁkﬂmkﬂ" oleh pengguna barang / kuasg Pengguna ha:rigif e e

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 31

ngelold barang, pengguna barar!g dan / atau kuasa pengguna barang bertanggung

"ﬂl'lﬂ:"""“r - s::l.?;n;::ga?d raon berang milk daerah yang ada dibawah
gsaa aftar kebutuh y o

P'“g;: masing-masing SKPD. utuhan pemeliharaan barang milik daerah yang

) ksanaan ?Emef“a’?ﬂr!.bﬂmg milik daerah ditetapkan dengan surat perintah kefja
pelaksanaan /surat peranjian / kontrak yang ditandatangani oleh kepala SKPD.

giaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggran Pendapatan dan
3> eianja daerah.
Pasal 32
uasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada

K
“da]am kewenangannya dan melaporkan / menyampaikan daftar hasit pemeliharaan
barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.

una barang alau pejabat yang ditunjuk meneliti Japoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam
satu tahun anggaran sesuai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai evisiensi

pemeliharaan barang milik daerah.

BAB VIl
PENILAIAN

Pasal 33

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah
daersh, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 34

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah
flakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pasal 35

(1) Penlaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati,
dan dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan oleh Bupati.

@ Peniaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

B'.'Easﬂ penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Upati
Pasal 36

N pa.a .
“P&"“a‘a" barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dalam rangka
PeManfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola

bar"'“ﬂ dan dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan pengelola barang.
1'4‘



..n barang milik daerah sebagaimana di . K ntuk
J:é,umnu nilai wajar. maksud pada ayat (1) dilaksanakan u

ila

lﬂi :::da

’ sl penilzaiar:::"ﬂﬁg milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
peng#0 >

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 37

ysan barang milik daerah meliputi :
s hapusan dari daftar barang pengguna dan / atau kuasa pengguna
" penghapusan dari daftar barang milik daerah

Pasal 38

I“Penghﬂp'ﬁﬂ“ barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a,
giakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah fidak berada dalam
penguasaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.

@) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah
mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang.

(}) Pelaksanaan alas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 39

(i) Penghapusan barang milik daeragh dari daftar barang milikk daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud
sudah beralih kepemilikannya, terfjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab Jain.

) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat
keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 40

(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila

barang milik daerah dimaksud :

% Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan,
atay:

b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

] .
:'EmU?-rtahan sebageimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang
¥gan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

B
h,euf"ksa“ﬂaﬂ pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
"a acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang.




P AB x
E’.::*DAHT*”G*HAH
Bentuk.n. 3/20 Perty
k Bentuk ¢ n T“mh]
uan
ind Pasal 4y
pentuk pemindatanganan -
g™ eliputi : sebaggi tindak fanit atas
%mmn Penghapusan barang milik
' piah .
i penyertaan modal pemerintah dagrap
Bagian Kedua
enjualan
Pasal 42

watan barang milik daerah dilak
[“ PEﬂlU'E ] . .I. San.akan den = .
3 Untuk oplimalisasi barang milik daerah yang t‘.?:rlreg?hmam!aba;dﬁ ey
p. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apalf':ila g‘f‘ual'
¢ Sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan yang berfajku.'

@ Perjuatan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu,

i) Pengecualian se bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a Barang m_tlg’l-c daerah yang bersifat khusus;
b Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 43

) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh

pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
|7 Penjualan barang milik daerah sefain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupatl.

Pasal 44

alam Pasal 42 dilakukan dengan ketentuan sebagai

; i ‘ualan kepada pengelola barang.
2 K arang mengajukan usul penjua. _ X
b. Pgmnézigfangg:l:nagbmr:njm dag meng;:!_' usul penjualan yang diajukan oleh penggun
pavang sl 465 kewenang® o ¢ ntuk menyetujui atau tidak menyetujui
- Pﬁﬁgemra barang mengeluarkan i :harang dalam batas kewenangannya,

=11 h penggul'l ‘ lnla bﬂfﬂf@
usulan penjualan yang diajukan ole huiuan Bupati atau DPRD, penge
% Untuk penjualan yang n‘tIEr:zT:::;: ﬁgnr:;eanlpe timbangan atas usulan dimaksud.
a

mengaj jua i
ngajukan usul pen) clola barang untuk penjuaian

pelau?adaf:ﬂ[amn setelah mendapal persetujuan Bupat

) Penjuatan sebagaimana dimaksud d
berikut :

Ll Penerbiitan persetujuan
Mgy %EFE’“EHE dimaksud pada hur
" seluruhnya ke rekening kas umum

- - 'Eelnr
h}HasH Penjualan barang Ml daerah waiid d

2h sebagai penerimaan daerah




Bagian Ketiga
Tuhr Mﬂnu:.r

Pasal 45

ukar barang milik daerah dilaksa

af . nakan de i .

ﬁ‘rﬂunlu" me!'nenll..lhl kebutuhan operasional Penwegg;:rg:nmm;ﬁ:gaﬂhh :
> Untuk optimalisasi barang milik daerah, dan; ikt
E- Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

r menukar barang milik daerah dapat dilakukan d ol
: ﬂ:'ﬁ;m-;e:inlﬂh pusat dengan pemerintah daerah; RO PAOK
p Badan usaha milik negara / daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;

¢ Swa sta

4 Antat pemerintah daerah.

Pasal 46

g Tokar menukar barang milik daerah dapat berupa :

(11 anah dan / alau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati
melalul pengelola barang;

p Tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tala ruang wilayah atau

penataan kota,
¢ Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

Tuksr menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
«slolah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 47

1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

hund a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai benkut ©
a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan / atau bangunan kepada

Bupati disertai alasan / pertimbangan dan kelengkapan data,
b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan | pertimbangan perlunya lukar menukar tanah
dan / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yundis;
¢ Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan lanah dan / atau bangunan

yang akan diperlukarkan;
d. Tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan

dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 45;
e Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan bermpedoman pada

persetujuan Bupati;
. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus

dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

mTlltar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

huryf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
A Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan /

petimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna

.
" Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan / perimbangan tersebut dari aspek

e l""'“i!':- ekonomis dan yuridis;
bila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat

'] g'e'“PEﬂlmbangkan untuk mnyetujui sesuai batas kewenangannya,
eNgguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada

Persetujuan pengelola barang;




anaan serah terimg bara

pelak® " an dalam be vang g

' kan dalam berita acarg ang  dilepa
Hibah
Pasal 48

n sebagaimana dimaksud pada ayat (1 _
Hﬂg ykan merupakan barang rahasia neg{ar};}ham memenuhi syarat sebagai berikut ;
 gukan merupakan barang yang menguasaj hajat hidy
: Tidak digunakan lagi _::Ialarn penyelen
Penyemnggaraan pemenntahan daerah.

p orang banyak;
9garaan fugas pokok dan fungsi serta

Pasal 49

h barang milik daerah dapat berupa :
Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepad -

g . pada pengelola barang;

) Tanah dan | atau bangunan yang dar awal pengadaannya direncanakan untuk
dhibahkan,

¢ Selain tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada
Bupati melalui pengelola.

Pasal 50

(Hbah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan b

diaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut .

a Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan / atau bangunan kepada Bupati
karena dengan alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 48;

¢ Apabila memenuhi syaral sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan / atau menyetujui tanah dan / atau

bangunan yang akan dihibahkan; _
ah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

d. Pengelola barang melaksanakan hib : )
€ Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita

atara serah terima barang.

A ban barang milik daerah sebagaimana dimaksud dafam pasal 49 huruf c, dilaksanakan

ﬁﬁn.gan kel&n . r .
tuan sebagai berikut : 1 _
. Pengguna barang mengajukan usulan kepada perlge!a_la I_Jarang_ disertar alasaun:_l /
Perimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna
rang;
' Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berfaku, pengelola barang

Mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
etujuan
PE"E‘QU"& I:nar:gng melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetu]

| Pengeloia barang;
:qahsanaan serah terima barang ¥
13 serah terima barang.

dapat

ang dihibahkan harus dituangkan dalam berita



odal pemerintah daerah
M atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka

Nm"‘ﬁ bangan dan peni .
¥ o, pengemoangan gan peningkatan kinerj
I! F,pd iainnya Yang dimiliki oleh pemerintah dﬂiﬂ:wb;sﬁn usaha milik daerah atau badan

rtaan .
po ﬁa;ﬁgzﬂﬂﬂﬁmﬁ;;if:nd::ars: nakan atas barang milik daerah yang
g 2 ~ ntu i
= akan lebih optimal apabila dilakukan mem”?ﬁ;‘rnﬂ::;;ﬂm::jgldan barang milik

Pasal 52

lebih lanjut meﬂﬁ:ai tata cara FETﬁhESa"aﬂn penjualan, tukar menukar, hibah dan
P"'Fd‘m modal pemenin " atas barang milik daerah diatur dalam peraturan dan / atau
gessan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik
.

n

BAB XI
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 53

una barang harus melakukan pendaftaran dan
dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) /
enggolongan dan kodefikasi barang.

f)kuasa pengguna barang / pengg
pencatatan barang milik daerah ke
Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut p

fiPengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah
berupa tanah dan / atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut
penggolongan barang dan kodefikasi barang.

IPenggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
3yat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan yanga berlaku.

Pasal 54

harus menyimpan dokumen kepemilikan

M Kuasa
ngguna barang / pengguna barang
P itk g atau bangunan Yyang berada dalam

9 milk daerah selain tanah dan [/
Pnguasaanya.

APengeloly barang harus menyimpan dokumen k
berada dalam pengelolaannya.

Baglan Kedua
Inventarisasi

epemilikan tanah dan / atau bangunan

pasal 55

Nery .
‘**augu"a barang melakukan inventarisasi b

dalam lima tahun.

arang milik daerah sekurang-kurangnya




v .

skan dari ketentuan ayat (1) terhadap baran
_ , ‘ g milk daerah yang berupa

tahun.

@

Fatop

a bﬂm"g mEﬂ'fampaikan |apnmn h u = 5 . . " K Ud
pengdu” (1) dan ayat (2) kepada asil inventarisasi sebagaimana dimaks
lﬂﬁ;ﬂwﬁm ntacast " Pangelola barang seiembat-ambatiye st

Pasal 55

parang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan / atau
ﬁw"’gn yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 57

h] Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) uniuk disampaikan

kepada pengguna barang.

) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola

barang.

i) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah
dan [ atau bangunan semesteran dan tahunan.

i) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)
dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
serta Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

B) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan
hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58
Lporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud daalm pasal 57 ayat (5)
“unakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah,

BAB XIi
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 69

\ .
m’“ten Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

D}%ﬂ Datam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan
an barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).



Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 60

lﬂ” g"g:lafrﬂgmilﬁﬁgf;annaﬂ?m;n;:::;aﬂa” penertiban terhadap penggunaan,
I;':r:';ﬂ milik daerah yang berada dibawah u :::énrl::amaﬁhaman dan pengamanan

n pemantauan dan penerib i i
pelaksanaa an d an sebagaimana yang dimaksud t(1
munlui't kantor / satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa penggzn:gha;:?n?;.s P

) Kuasa pmgg"::: ha:“:gkadﬂn Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas
sional untuk meiakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

sa pengguna barang dan pengguna barang menindak lanjuti hasil audt sebagaimana
@ gmaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangim. N

Pasal 61

mPengelnla barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan Inventigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mitik daerah,
datam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
miik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(% Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN ~ LAIN

Pasal 62

) Pejabat / Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang
menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.

g Pejabat / Pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan
lunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

K Pemberian insentif dan / atau tunjangan kepada Pejabat / Pegawai yang melaksanakan
Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan

ng milik daerah.
Pasal 63

fi
}E:ang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum / badan layanan umum
hg*mh merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan
iatan badan layanan umum / badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
@ -
;‘a‘ﬂnﬂn barang milik daerah sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mengikul
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali tarhadap barang-barang

Ur,,Um"'” yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan



BAB XIv
GANTI RUGI DAN SANKS!

Pasal 84

Emgiﬂﬂ daﬂl'ﬂh ﬂklh&l k‘ElﬂlB;ﬂﬂ mﬂhr&'ahgunaan /
o . \ pelanggaran hukum atas
an barang milik daerah diselesalkan melalui tuntutan gantigr?ﬁgi sesuai dengan

coti0P k
(U a
g:.rﬁn pemndang-undangan‘
___ ~hak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagai simaksud pada ayat (1)
sﬂappn sanksi administrasi dan / a ebagaimana dimaksud p y
(B0 3k ' aturan
ﬁ:,dangﬁundangan. si pidana sesuai dengan per
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

ng milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang felah ada sebelum
xunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen

mwﬂi“kﬂﬂn'fa.
il |ventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut aleh pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang
pertanggung jawab dibidang perpertanahan nasional dan instansi teknis terkait.

mua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2)

58
g]d:ln-eb:-!ln!-;atl'u pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hakhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya
&tur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan dan / atau keputusan Bupati

Pasal 67

Peraturan daefah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
It sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

fengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 22 - 3- 2010

BUPATI LEBONG,

ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 2 3_ 9. 2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG

lenp ZAINUL AMIN YASIK
- MBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR .40
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